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bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana tclah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Paser wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (entang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan
Rukyal Daerah (DPRD) untuk memperolch persctujuan
bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan sebagaimuna dimaksud pada Inuuf  a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kc dalam Perubahan
Kebijakan Umum AP'BD scrta Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati
Pemcerintah Dacrah bersama DPRD pada tanggal 31 bulan
Juli tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tenlang Penetapan
Undang - Undang Nomor 3 Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Dacrah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai
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72, Tambahan Lembaran Nomor 1820) sebagaimana telah
beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tcntang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat IT Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, lenlung
Pembentukan Daerah Tingkat 1T Di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lcmbaran
Negara Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sislem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 10);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah tcrakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 {enlang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan
Kecuangan Antara Pemerintauh Pusat dan Pemerintahan
Naerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenlang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang llak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Duaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Pcraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dcwan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 6847);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembuaran Daernh
Kabupalen Tahun 7 Nomor 2022).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PASER

Menetapkan

dan
BUPATI PASER
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
ggngPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

v

Daerah adalah Kabupaten Paser.

Pemecrintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Dacrah yang diakui
sebagai penambah nilai kckayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaarn,

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pcngurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluardari kas
Daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.







